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NG PENYIDIKA

Penanganan perkara yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Polri sering kita jumpai
adanya ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Hal ini sangat
bertentangan dengan tugas Polri sebagai pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat. Salah
satu contohnya yaitu dalam hal penyidikan terhadap kasus pidana yang dilakukan oleh
kepolisian, masyarakat kurang mendapat transparansi dalam pelaksanaan penyidikan
terhadap kasus yang telah di alaminya selaku korban. Penyidik mengabaikan hak-hak korban
seperti:

1. Hak untuk mendapatkan ganti kerugiandari tersangka.

2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari negarasbila menjadi korban kejahatan.

3. Hak untuk mendapatkan<informasi terhadap perkembangan penanganan kasus yang
dialaminya.

4. Hak untuk mendapatkan bantuan dari psikolog (terutama pada korban perkosaan).

5. Hak untuk mendapat perlakuan hormat dan simpatik dari aparat penegak hukum saat

penyidikan.
Hak untuk mendapat perlakuan hormat dan simpatik dari aparat penegak hukum saat proses
persidangan.

7. Hak untuk memberikan masukan/saran dalam pembuatan keputusan kepada aparat
penegak hukum bila akan menghentikan penyidikan, melakukan penangguhan penahanan,
pengabulan pengajuan pembebasan bersyarat, dan berbagai Keputusan lain yang bersifat
meringankan efek hukum terhadap pelaku kejahatan.

Untuk mengatasi hal tersebut polri telah meluncurkan program Quick Wins salah satunya
yaitu transparansi di bidang penyidikan melalui SP2HP. Dengan.dimuatnya SP2HP sebagai
salah satu program Quick Wins, maka hampir pada setiap tahapankegiatan penyidikan, korban
kejahatan bisa dipastikan mendapatkan informasi mengenai perkembangan penyidikan yang
telah dilakukan oleh penyidik Polri dan hal tersebut wajib hukumnya dilakukan oleh penyidik
Polri.

Selain itu, korban kejahatan dalam proses penanganan perkara yang dilakukan oleh
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penyidik Polfi bila berkomunikasi dengan penyidik Polri dalam rangka mendapatkan keaditan
maupun hak-haknya (misalnya ganti kerugian dari tersangka), korban kejahatan seakan-akan
selalu dihadapkan kepada pilihan yang pahit, yaitu mendapatkan ganti kerugian dari tersangka
atau memproses pidana pelaku kejahatan dengan konsekuensi tidak mendapatkan ganti
kerugian dari tersangka (apalagi pemerintah). Pada kondisi ini, seorang korban kejahatan akan
memprioritaskan CJS terutama Polri untuk mewakilinya menuntut keadilan. Sehingga korban
kejahatan akan berupaya mengandalkan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya untuk
mendapatkan ganti kerugian dari tersangka guna memulihkan situasi yang dideritanya. Bila
semua upaya telah ditempuh dan ternyata menemui jalan buntu maka kemudian masyarakat
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meminta Polri untuk membantu mengatasi
permasalahan yang dihadapinya, bisa dikatakan
bahwa saat ini masyarakat memposisikan Polri
sebagai opsi terakhir untuk mengatasi
permasalahan yang dihadapinya. Sebuah
kenyataan yang menyedihkan bagi penulis yang
juga merupakan anggota kepolisian.

Gugatan perdata dalam rangka untuk menuntut
ganti kerugian merupakan salah satu cara yang
familiar di masyarakat, namun cara ini memiliki
beberapa kendala yang menyebabkan keengganan
bagi korban kejahatan untuk melakukan gugatan
perdata, yaitu memakan waktu yang tidak bisa
dikatakan singkat (apalagi bila terjadi banding atau
kasasi) dan juga memakan biaya yang tidak sedikit
karena setidaknya korban kejahatan harus
mengeluarkan biaya untuk menyewa advokat guna
mewakilinya di dalam persidangan, mengingat
sangat jarang korban kejahatan yang memiliki pengetahuan hukum dan kecakapan melakukan
gugatan perdata di pengadilan.

Penulis menggaris-bawahi bahwa dari kedua bentuk gugatan ganti kerugian yang ada,
negara tidak melibatkan Polri untuk ikut serta dalam proses pengajuan gugatan ganti kerugian
yang berlangsung di Pengadilan, sehingga bisa dikatakan/tuntutan ganti kerugian baik melalui
gugatan perdata maupun melalui penggabungan perkara gugatan ganti kerugian mutlak
sepenuhnya masuk ke dalam ruang lingkup lembaga Kejaksaan dan Kehakiman.

Dengan adanya Quick Wins yang salah satu program utamanya adalah mewujudkan
transparansi penyidikan melalui pemberian. SP2HP, penulis melihat adanya kesempatan bagi
Polri untuk menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum
dalam rangka pemenuhan hak-haknya terutama masyarakat yang menjadi korban kejahatan
dan juga kesempatan bagi Polri untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri siap
untuk menjadi sebuah Institusi yang akuntabel, terutama dalam pelaksanaan penyidikan
perkara yang dilaporkan oleh korban kejahatan.

Sebagaimana dikemukakan oleh’Andrew-Asworth (1993) bahwa masyarakat menginginkan
adanya ganti kerugian baik dari tersangka maupun dari negara dikaitkan dengan Program
SP2HP yang dilaksanakan Polri, penulis menilai hendaknya program pemberian SP2HP kepada
korban kejahatan yang telah dilakukan oleh Polri didayagunakan sebagai sumber inspirasi bagi
korban kejahatan-untuk melakukan penggabungan-perkara-gantikerugioh—— —————————————

Dalam arti, materi SP2HP selain menginformasikan perkembangan penanganan perkara
yang dilakukan oleh Polri, hendaknya SP2HP juga memuat materi mengenai penjelasan
mengenai fasilitas penggabungan ganti kerugian yang dimiliki oleh korban kejahatan dengan
petunjuk/ cara mengajukan gugatan ganti kerugian tersebut. Untuk mendorong korban
kejahatan mengajukan tuntutan ganti kerugian, sebaiknya juga SP2HP memuat mengenai
penjabaran metode penuntutan ganti kerugian baik secara perdata maupun dengan cara
penggabungan tuntutan pada proses persidangan perkara disertai keuntungan dan kerugian
masing-masing cara penuntutan ganti kerugian tersebut. Dimana pemberian SP2HP yang




memuat materi mengenai tuntutan ganti kerugian diberikan pada saat
perkara telah selesai dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Selain itu, penulis menilai bahwa pemberian hak korban kejahatan dalam
hal hak untuk dapat memberikan saran/masukan kepada penyidik sebelum
dilakukan tindakan yang bersifat meringankan tersangka agar tidak terjadi
kesalahan persepsi tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri,
hal ini dimaksud untuk mengurangi persepsi masyarakat terhadap penyidik
Polri seakan-akan telah berkolusi' dengan pelaku kejahatan karena
memberikan keringanan dalam proses penyidikan, misalnya saja
penangguhan penahanan atau penghentian penyidikan.

Khusus untuk perkara yang akan dihentikan penyidikannya, hendaknya
penyidik Polri terlebih dahulu menginformasikan kepada korban kejahatan
melalui SP2HP mengenai alasan penghentian penyidikan dan meminta
saran/pendapat kepada korban kejahatan mengenai kendala penyidikan
yang dialami oleh penyidik Polri dalam penanganannya.

Diharapkan dengan dimuatnya berbagai materi SP2HP yang terkait
dengan: .

i Apakah laporan/aduan masyarakat dapat ditingkatkan ke tahap
penyidikan atautidak,

2. Pemberitahuan perkembangan penyidikan,

3. Permohonan saran/ pendapatdari korban kejahatan bila penyidik Polri hendak melakukan
penangguhan penahanan  terhadap. pelaku ‘kejahatan. atau’ menghentikan perkara
penyidikan, . ;

4. Menjelaskan secara rinci alasan penghentian penyidikan dalam bentuk analisa yuridis
sehingga mudah dipahamioleh korban kejahatan, dan

5. Pemberitahuan hak karban kejahatan untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian baik

| melalui gugatan perdata maupun disertai dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian
| masing-masing proses pengajuan.ganti kerugian.

Korban kejahatan akan memiliki persepsi yang berbeda mengenai penyidikan yang
dilakukan oleh Polri yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada tingkat kepercayaan
masyarakat kepada Polri-dan tentunya diharapkan.terjadi pergeseran orientasi mengenai
problem solver, dimana-masyarakat akan cenderung untuk-memprioritaskan penanganan
perkara yang dilakukannya-kepada Palri karena menilai bahwa-sistem hukum yang ada telah
berubah dan memihak kepada
korban kejahatan. Dengan
adannya pergeseran prioritas
tersebut, tentu saja mimpi Polri

untuk menjadi problem solver
yang utama bagi permasalahan
yang ada di masyarakat akan
segera terwujud.

Disusun oleh Fadli,
No Mahasiswa 7146.
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Sejarah dan Perkembangan
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perlunya pemeliharaan keamanan dan keteiban serta penegakan
hukum. Pada awal masa 4ugasnya, Polisi Perairan
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